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INFO ARTIKEL ABSTRAK

Kata Kunci: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program
Implementasi KIP-Kuliah di Kota Tangerang Selatan berdasarkan model
Kebijakan, KIP- implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, mengkaji peran
Kuliah, Bantuan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mendukung pelaksanaan
Pendidikan, Van program, mengidentifikasi hambatan implementasi, serta menganalisis
Meter dan Van strategi yang dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian menggunakan

pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh
melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis
melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Informan penelitian terdiri atas pengelola Program KIP-Kuliah di UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta dan mahasiswa penerima KIP-Kuliah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program KIP-
Kuliah telah berjalan dengan cukup baik sesuai petunjuk teknis yang
berlaku dan mampu memperluas akses pendidikan tinggi bagi
mahasiswa dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Pemerintah
Kota Tangerang Selatan berperan dalam mendukung sinkronisasi data,
verifikasi calon penerima, serta koordinasi pelaksanaan program.
Kendala yang masih dihadapi meliputi keterbatasan kuota dan
anggaran, kendala administrasi, keterlambatan pencairan dana, serta
komunikasi yang belum optimal. Upaya yang dilakukan untuk
mengatasi kendala tersebut meliputi penguatan koordinasi,
peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi sistem
digital, serta perbaikan pelayanan kepada mahasiswa penerima
bantuan.

Horn, Tangerang
Selatan.
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This study aims to analyze the implementation of the KIP-Kuliah
Program in South Tangerang City based on the Van Meter and Van
Horn policy implementation model, examine the role of the South
Tangerang City Government in supporting the program's execution,
identify implementation obstacles, and analyze the strategies employed to
overcome them. The study employs a qualitative approach with a

descriptive method. Data were collected through interviews, observation,
and documentation, and subsequently analyzed via data reduction, data
presentation, and conclusion drawing. Research informants consisted of
KIP-Kuliah Program administrators at UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
and student recipients of the KIP-Kuliah grant. The results indicate that
the implementation of the KIP-Kuliah Program has proceeded reasonably
well in accordance with applicable technical gQuidelines and has
successfully expanded access to higher education for students from
economically disadvantaged families. The South Tangerang City
Government plays a role in supporting data synchronization, the
verification of prospective recipients, and the coordination of program
execution. Persistent challenges include quota and budget limitations,
administrative hurdles, delays in fund disbursement, and suboptimal
communication. Efforts undertaken to address these challenges include
strengthening coordination, enhancing human resource capacity,
optimizing digital systems, and improving services for student
recipients.

Copyright © 2026 JCS. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Pemenuhan hak atas pendidikan bagi seluruh warga negara merupakan tanggung
jawab konstitusional pemerintah yang telah ditegaskan dalam Pasal 31 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amrizal et.al., 2026)..
Amanat tersebut mengharuskan negara menjamin tersedianya kesempatan belajar
yang setara bagi seluruh masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Akan tetapi,
realisasi akses menuju pendidikan tinggi hingga saat ini masih belum sepenuhnya
merata. Kelompok masyarakat yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi
terbatas masih menghadapi berbagai kendala sehingga peluang untuk melanjutkan
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi relatif lebih rendah.Tingginya biaya
pendidikan dan biaya hidup menyebabkan banyak lulusan sekolah menengah tidak
mampu melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan
bahwa pendidikan tinggi yang seharusnya menjadi sarana mobilitas sosial masih
berpotensi menimbulkan ketimpangan apabila tidak didukung oleh kebijakan
afirmatif yang tepat (Amin, Sasongko, & Yuneti, 2022).

Dalam rangka meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan
tinggi, pemerintah menginisiasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah)
sebagai kebijakan bantuan yang ditujukan kepada mahasiswa berprestasi dari
keluarga dengan keterbatasan ekonomi (Larasati et al., 2022). Bantuan yang
diberikan tidak hanya mencakup pembiayaan pendidikan, tetapi juga dukungan
biaya hidup selama menjalani perkuliahan. Penyelenggaraan program ini
berlandaskan pada berbagai regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
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Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar, serta Peraturan
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor 13 Tahun 2023 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar
Pendidikan Tinggi. Melalui kebijakan afirmatif tersebut, pemerintah berupaya
memperluas peluang masyarakat yang memiliki keterbatasan finansial agar tetap
dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi tanpa terhambat oleh
faktor ekonomi (Aidah, 2022).

Peningkatan jumlah mahasiswa penerima KIP-Kuliah yang terjadi secara konsisten
setiap tahun mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mendorong pemerataan
kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi. Namun demikian, peningkatan
jumlah penerima belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan implementasi
program. Meskipun demikian, pelaksanaan program masih dihadapkan pada
berbagai kendala, seperti belum optimalnya ketepatan dalam penentuan penerima
bantuan, lemahnya koordinasi antar lembaga, keterlambatan pencairan dana, serta
kendala administratif akibat ketidaksinkronan data sosial ekonomi masyarakat,
khususnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kondisi tersebut
menyebabkan masih terjadinya inclusion error dan exclusion error dalam penentuan
penerima bantuan (Rohmah & Kasmawanto, 2022). Selain itu, lemahnya koordinasi
antar pemangku kepentingan juga sering menimbulkan kendala administratif dalam
pelaksanaan program (Albert et al., 2025).

Dalam konteks Kota Tangerang Selatan, meskipun tingkat kemiskinan relatif rendah,
akses pendidikan tinggi masih menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat.
Tingginya biaya hidup di wilayah perkotaan, keterbatasan informasi, serta
persaingan masuk perguruan tinggi menyebabkan kelompok masyarakat rentan
tetap mengalami hambatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Kondisi ini
menunjukkan bahwa persoalan pendidikan tinggi di wilayah urban tidak selalu
berkaitan dengan kemiskinan ekstrem, tetapi juga dipengaruhi faktor sosial ekonomi
dan akses informasi yang belum merata (Astuti et al., 2023). Implementasi program
tidak hanya didukung oleh kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga diperkuat
melalui regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Bentuk dukungan tersebut
diwujudkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan, serta Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor
22 Tahun 2023 dan Nomor 106 Tahun 2022 mengenai Bantuan Biaya Pendidikan.

Pelaksanaan Program KIP-Kuliah akan berjalan secara optimal apabila proses
implementasinya di tingkat daerah maupun perguruan tinggi dapat dilakukan secara
efektif. Dalam perspektif Van Meter dan Van Horn (1975), keberhasilan implementasi
suatu kebijakan bergantung pada sejumlah aspek penting, meliputi kejelasan tujuan
yang hendak dicapai, kecukupan sumber daya pendukung, efektivitas komunikasi
antarlembaga, karakteristik organisasi pelaksana, serta kondisi sosial ekonomi
masyarakat yang menjadi lingkungan pelaksanaan kebijakan. Dalam
pelaksanaannya, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melakukan berbagai strategi
seperti penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi sistem
administrasi berbasis digital melalui aplikasi E-Semesta, serta penguatan pelayanan
dan verifikasi data penerima bantuan. Strategi tersebut dilakukan untuk
meningkatkan efektivitas pelayanan dan memastikan bantuan tepat sasaran.
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Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas dampak KIP-Kuliah terhadap
prestasi akademik mahasiswa dan mekanisme teknis seleksi penerima bantuan,
sementara kajian mengenai implementasi kebijakan dalam konteks sosial dan
kelembagaan di wilayah urban masih terbatas (Putri, Subagio, & Asfi, 2021; Yusuf &
Sari, 2022). Dengan mempertimbangkan kondisi yang telah dipaparkan, penelitian
ini difokuskan pada analisis implementasi Program KIP-Kuliah di Kota Tangerang
Selatan pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, khususnya terkait peran pemerintah
daerah, koordinasi antaraktor, serta strategi dalam mengatasi hambatan
implementasi kebijakan agar tujuan pemerataan akses pendidikan tinggi dapat
diwujudkan secara maksimal.

METODE

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi
kasus karena dinilai sesuai untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan
implementasi Program KIP-Kuliah di Kota Tangerang Selatan secara mendalam
berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Pemilihan pendekatan ini didasarkan
karena penelitian berfokus pada proses pelaksanaan kebijakan, interaksi antaraktor,
serta dinamika implementasi di lapangan, bukan pada pengukuran hubungan
variabel secara kuantitatif. Proses analisis dilakukan dengan mengadopsi kerangka
implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn sebagai acuan. Kerangka tersebut
menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam dimensi, yaitu
kejelasan standar dan tujuan kebijakan, sumber daya yang tersedia, karakteristik
organisasi pelaksana, komunikasi antarlembaga, disposisi pelaksana, serta
lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Lokasi penelitian dipusatkan di Kota
Tangerang Selatan dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai locus penelitian
karena memiliki jumlah penerima KIP-Kuliah yang besar dan merepresentasikan
karakteristik wilayah urban dengan tantangan akses pendidikan tinggi yang
kompleks. Teknik purposive sampling digunakan sebagai dasar dalam memilih
informan penelitian berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki informasi
yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informan terdiri atas pengelola Program
KIP-Kuliah pada perguruan tinggi dan mahasiswa penerima program. Proses
pengumpulan data dilakukan hingga tidak ditemukan lagi informasi baru, sehingga
jumlah informan ditentukan berdasarkan prinsip kejenuhan data (data saturation).
Fokus penelitian mencakup implementasi kebijakan, relasi antarorganisasi,
hambatan pelaksanaan, serta strategi dalam mengatasi kendala implementasi
Program KIP-Kuliah.

Peneliti berperan sebagai instrumen kunci dalam penelitian ini, sedangkan pedoman
wawancara semi-terstruktur digunakan sebagai alat bantu untuk mengarahkan
proses pengumpulan data sesuai dengan indikator implementasi kebijakan Van
Meter dan Van Horn. Sumber data diperoleh melalui wawancara secara mendalam
dengan informan serta kajian dokumentasi yang mencakup regulasi, petunjuk teknis,
laporan pelaksanaan Program KIP-Kuliah, dan berbagai dokumen pendukung
lainnya (Sugiyono, 2019). Analisis data dilakukan dengan menerapkan metode
analisis isi (content analysis) secara kualitatif. Tahapan analisis mengikuti kerangka
Miles, Huberman & Saldana (2014), dimulai dari proses pengumpulan data,
penyempurnaan data, pengorganisasian ke dalam tema-tema, interpretasi melalui
dialog dengan teori, pemeriksaan keabsahan data, dan diakhiri dengan penyusunan
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kesimpulan penelitian. Penerapan triangulasi terhadap sumber, metode, dan teori
digunakan sebagai strategi verifikasi data guna memastikan tingkat kepercayaan
serta kredibilitas temuan penelitian. Kerangka operasional penelitian dirumuskan
dengan merujuk pada indikator-indikator implementasi kebijakan yang menjadi
landasan analisis. Indikator tersebut meliputi kejelasan tujuan yang hendak dicapai,
ketersediaan sumber daya pendukung, Kkarakteristik organisasi pelaksana,
komunikasi antaraktor, disposisi pelaksana, serta kondisi sosial dan ekonomi yang
memengaruhi pelaksanaan Program KIP-Kuliah di Kota Tangerang Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Kebijakan Program KIP-Kuliah di Kota Tangerang Selatan

Pelaksanaan Program KIP-Kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan
wujud implementasi kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan
kesempatan masyarakat dari keluarga berpenghasilan rendah untuk memperoleh
pendidikan tinggi. Implementasi program dilaksanakan melalui serangkaian tahapan
yang meliputi proses pendaftaran, verifikasi kelengkapan administrasi dan kondisi
ekonomi calon penerima, seleksi, penetapan mahasiswa penerima bantuan, serta
pemantauan perkembangan akademik selama masa studi. Seluruh rangkaian
pelaksanaan tersebut berpedoman pada Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta Nomor 726 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Beasiswa Kartu
Indonesia Pintar (KIP) Kuliah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Akademik
2025/2026 dan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 60 Tahun
2025 tentang Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada
Perguruan Tinggi Keagamaan Tahun Anggaran 2025.

Pelaksanaan Program KIP-Kuliah mencerminkan bahwa perguruan tinggi tidak
hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan secara administratif, melainkan juga
memiliki tanggung jawab untuk mendukung terwujudnya akses pendidikan tinggi
yang lebih inklusif bagi masyarakat dengan keterbatasan ekonomi. Hal tersebut
terlihat dari penerapan proses verifikasi yang dilakukan melalui pemeriksaan
dokumen, wawancara, hingga verifikasi lapangan untuk memastikan bantuan tepat
sasaran. Selain itu, kampus menyesuaikan pelaksanaan program dengan petunjuk
teknis dari pemerintah pusat agar proses seleksi dan penyaluran bantuan berjalan
sesuai ketentuan.

Ketua Tim Kemahasiswaan dan Alumni menjelaskan bahwa: “Kampus memahami
Program KIP-K sebagai instrumen negara untuk menjamin hak pendidikan siswa dari
keluarga tidak mampu namun memiliki potensi akademik.” (Wawancara dengan Ketua
Tim Kemahasiswaan dan Alumni, 24 April 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Program KIP-Kuliah dipandang sebagai
kebijakan sosial dan pendidikan yang bertujuan mendorong pemerataan akses
terhadap pendidikan bagi peserta didik yang memiliki keterbatasan kondisi
ekonomi. Oleh karena itu, mahasiswa penerima bantuan juga diwajibkan menjaga
prestasi akademik, aktif dalam kegiatan perkuliahan, dan menyelesaikan studi tepat
waktu. Penerapan ketentuan tersebut didukung oleh Keputusan Rektor UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta Nomor 726 Tahun 2025 yang menetapkan standar capaian
akademik bagi mahasiswa penerima KIP-Kuliah. Dalam regulasi tersebut ditentukan
bahwa penerima pada program studi sosial dan keagamaan harus memenuhi IPK
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minimal 3,00, sedangkan pada program studi eksakta batas minimal yang ditetapkan
adalah 2,75.

Dalam mendukung implementasi program, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
menyediakan sumber daya manusia khusus di bawah bidang kemahasiswaan,
dukungan sistem administrasi, serta penggunaan teknologi digital seperti portal
nasional KIP-K dan aplikasi E-Semesta. Penggunaan sistem digital tersebut
membantu proses pemantauan siswa penerima bantuan agar lebih efektif, terutama
dalam pengelolaan data akademik dan pencairan bantuan pendidikan.

Mahasiswa penerima bantuan juga merasakan dampak positif dari program ini,
terutama dalam mengurangi beban biaya pendidikan dan kebutuhan hidup selama
perkuliahan. Bantuan biaya pendidikan membuat mahasiswa tidak lagi terbebani
pembayaran UKT, sedangkan bantuan biaya hidup membantu memenuhi kebutuhan
transportasi, makan, dan kebutuhan akademik lainnya. Ketentuan mengenai bantuan
biaya pendidikan dan biaya hidup tersebut diatur dalam Keputusan Sekretaris
Jenderal Kementerian Agama Nomor 60 Tahun 2025 , yang menyebutkan bahwa
mahasiswa penerima KIP-Kuliah memperoleh bantuan biaya hidup sebesar
Rp700.000 per bulan dan bantuan biaya pendidikan sebesar Rp4.200.000 per
semester.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan Program KIP-Kuliah
masih dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat, terutama yang berkaitan
dengan kelengkapan fasilitas pendukung di lingkungan kampus serta efektivitas
pelayanan administrasi. Beberapa mahasiswa menilai bahwa fasilitas seperti jaringan
internet dan sarana belajar masih perlu ditingkatkan. Selain itu, penyampaian
informasi administrasi terkadang masih terlambat sehingga menyebabkan
kebingungan di kalangan pelajar penerima bantuan.

Dari sisi organisasi, pembagian tugas pengelola program sudah dilakukan secara
jelas mulai dari verifikasi administrasi, verifikasi lapangan, pencairan dana, hingga
pelaporan. Kejelasan pembagian tugas tersebut membantu pelaksanaan program
berjalan lebih sistematis dan meminimalkan kesalahan administrasi. Koordinasi
antarunit kampus seperti bagian kemahasiswaan, fakultas, dan keuangan juga
dilakukan secara rutin agar proses pelaksanaan program dapat berjalan dengan
lancar.

Peran Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam Mendukung Implementasi
Program KIP-Kuliah

Pemerintah Kota Tangerang Selatan memiliki peran penting dalam mendukung
implementasi Program KIP-Kuliah, terutama melalui dukungan data sosial ekonomi
masyarakat, koordinasi dengan perguruan tinggi, dan penguatan proses verifikasi
penerima bantuan. Dukungan tersebut membantu perguruan tinggi memastikan
bahwa bantuan pendidikan benar-benar diterima oleh pelajar yang membutuhkan.

Dalam pelaksanaannya, perguruan tinggi menetapkan indikator keberhasilan
program melalui standar akademik tertentu, seperti target IPK minimal dan tepat
waktu kelulusan mahasiswa penerima bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa
keberhasilan implementasi program tidak hanya diukur dari tersalurkannya bantuan
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pendidikan, tetapi juga dari keberhasilan siswa dalam menyelesaikan studi dan
mempertahankan prestasi akademik.

Selain aspek akademik, Program KIP-Kuliah juga diarahkan untuk meningkatkan
motivasi belajar dan pengembangan diri siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
penerima KIP-Kuliah merasakan manfaat nyata dari program ini, terutama dalam
membuka akses untuk menempuh pendidikan tinggi yang sebelumnya terkendala
oleh kondisi ekonomi keluarga. Selain meringankan beban biaya kuliah dan
kebutuhan hidup, bantuan tersebut juga memungkinkan mahasiswa untuk lebih
memusatkan perhatian pada proses pembelajaran, sekaligus meningkatkan
keterlibatan mereka dalam kegiatan organisasi maupun pengembangan kompetensi
di lingkungan kampus.

Dalam proses pengumpulan penerima bantuan, pihak kampus melakukan verifikasi
secara ketat melalui pemeriksaan dokumen, wawancara, dan kunjungan lapangan.
Penggunaan data DTKS, KIP, PKH, dan KKS menjadi dasar penting dalam
menentukan calon penerima bantuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 726 Tahun 2025.

Penata Layanan Operasional menjelaskan bahwa: “Kita ada verifikasi berkas, wawancara
dan kunjungan lapangan untuk memastikan data.” (Wawancara dengan Penata Layanan
Operasional, 22 April 2026).

Selain membantu biaya kuliah, Program KIP-Kuliah juga membantu mahasiswa
memenuhi kebutuhan nonakademik seperti makan, transportasi, tempat tinggal, dan
kebutuhan sehari-hari lainnya. Bantuan tersebut membuat mahasiswa dapat
menjalani kehidupan perkuliahan dengan lebih stabil secara ekonomi sehingga risiko
putus kuliah akibat masalah biaya dapat dikurangi.

Hambatan Implementasi Program KIP-Kuliah

Penyelenggaraan Program KIP-Kuliah masih menghadapi berbagai kendala, baik
dari aspek regulasi, administrasi, komunikasi, maupun kondisi sosial ekonomi
mahasiswa. Salah satu kendala utama adalah keterlambatan petunjuk teknis dari
pemerintah yang menyebabkan proses pendaftaran dan pelaksanaan program di
kampus sering mengalami keterlambatan pusat. Selain itu, perubahan aturan yang
tiba-tiba juga menimbulkan kebingungan bagi pelajar maupun pengelola program.

Ketua Tim Kemahasiswaan dan Alumni menjelaskan bahwa: “Perubahan regulasi atau
petunjuk teknis dari pemerintah terkadang mepet dengan jadwal pendaftaran di kampus.”
(Wawancara dengan Ketua Tim Kemahasiswaan dan Alumni, 29 April 2026).

Hambatan lain berkaitan dengan pembatasan kuota dan anggaran bantuan. Jumlah
pendaftar yang sangat banyak tidak sebanding dengan kuota penerima yang tersedia
sehingga masih terdapat siswa yang layak menerima bantuan tetapi belum dapat
terakomodasi. Selain itu, mahasiswa juga menilai bahwa bantuan biaya hidup
terkadang belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan akademik dan kebutuhan
sehari-hari.

Dalam aspek administrasi, proses verifikasi data yang sangat banyak menyebabkan
pelayanan administrasi membutuhkan waktu yang cukup lama. Keterlambatan
pencairan dana dan pembayaran UKT juga sering berdampak pada kegiatan
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akademik mahasiswa, seperti terhambatnya pengisian KRS dan akses layanan
akademik lainnya.

Hambatan komunikasi juga masih dirasakan siswa penerima bantuan. Beberapa
mahasiswa menilai bahwa informasi yang disampaikan pengelola terkadang
terlambat, kurang konsisten, dan belum merata kepada seluruh penerima bantuan.
Kondisi tersebut menyebabkan siswa harus melakukan konfirmasi ulang kepada
pengelola untuk memastikan kejelasan informasi.

Strategi Mengatasi Hambatan Implementasi Program KIP-Kuliah

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, pihak kampus dan pengelola Program
KIP-Kuliah melakukan beberapa strategi, seperti penguatan koordinasi, peningkatan
kapasitas SDM, digitalisasi layanan, dan penguatan komunikasi dengan mahasiswa
penerima bantuan. Salah satu strategi yang dilakukan adalah mengikuti rapat
koordinasi nasional dan pelatihan sistem pengelolaan KIP-Kuliah agar pelaksanaan
program tetap sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.

Dalam aspek teknologi, kampus mengembangkan aplikasi E-Semesta sebagai sistem
digital terintegrasi untuk mendukung layanan akademik dan administrasi Program
KIP-Kuliah. Sistem bantuan ini digunakan untuk mempermudah pemantauan
kinerja siswa penerima, pengelolaan administrasi, hingga pencairan dana beasiswa.

Penata Layanan Operasional menjelaskan bahwa: “UIN juga sedang membuat aplikasi
beasiswa yang dapat mempermudah akses dan mengetahui pelajar IPK penerima KIP-K.”
(Wawancara dengan Penata Layanan Operasional, 24 April 2026).

Penguatan koordinasi dan komunikasi juga menjadi strategi penting dalam
mengatasi berbagai hambatan implementasi program. Koordinasi dilakukan antara
pengelola program di tingkat fakultas dan universitas agar pelayanan administrasi
serta penyampaian informasi kepada mahasiswa dapat berjalan lebih cepat dan
konsisten.

Selain itu, mahasiswa juga berupaya mengatasi kendala yang menghadang dengan
mengelola bantuan secara lebih bijak melalui perencanaan skala prioritas kebutuhan
akademik dan kebutuhan sehari-hari. Mahasiswa juga aktif mencari informasi dan
melakukan komunikasi langsung dengan pihak pengelola apabila mengalami
kendala administrasi maupun pencairan dana.

Secara keseluruhan, implementasi Program KIP-Kuliah di UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta telah berjalan cukup baik dalam membantu mahasiswa dari keluarga yang
kurang mampu memperoleh akses pendidikan tinggi. Meskipun masih terdapat
hambatan dalam regulasi, administrasi, dan komunikasi, berbagai strategi yang
dilakukan pengelola dan mahasiswa menunjukkan adanya wupaya untuk
meningkatkan efektivitas pelaksanaan program agar tetap tepat sasaran dan
mendukung keberhasilan studi mahasiswa penerima bantuan.

KESIMPULAN

Implementasi Program KIP-Kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah berjalan
cukup baik sesuai petunjuk teknis pemerintah pusat melalui tahapan sosialisasi,
verifikasi, penetapan penerima, hingga pencairan bantuan pendidikan dan biaya
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hidup yang didukung koordinasi antarunit kampus dan sistem digital. Pemerintah
Kota Tangerang Selatan turut mendukung pelaksanaan program melalui sinkronisasi
data sosial ekonomi, koordinasi dengan perguruan tinggi, serta upaya peningkatan
akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu. Meskipun demikian,
implementasi program masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterlambatan
petunjuk teknis, keterbatasan kuota dan anggaran, lambatnya proses administrasi
dan pencairan dana, kurang konsistennya informasi, serta kondisi ekonomi
mahasiswa yang masih terbatas. Untuk mengatasi hambatan tersebut, dilakukan
strategi berupa penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas pengelola,
optimalisasi sistem administrasi berbasis digital, peningkatan komunikasi dan
pelayanan, serta pengembangan kapasitas mahasiswa melalui pelatihan soft skill dan
kewirausahaan agar bantuan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung
keberhasilan studi mahasiswa penerima KIP-Kuliah.
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